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POLA KEIKUTSERT AAN MASY ARAKA T DALAM 
PENGEMBANGAN DAERAH IRIGASI: SEBUAH 
ARAHAN PENGEMBANGAN 
(People Participation in Developing of Irrigation Area: A Future 
Direction) 

Lala M. Kolopaking 2 dan Iman K. Nawireja 3 

Abstract 

People participation in the irrigation area in Indonesia was not completely 
a new policy- however, these past involvements could not said an 
appropriate farmer empowerment models. The paper contributed to the 
Itterature by reviewed people participation model based on empirical 
experiences in several region in Indonesia, mainly its background, 
implementation and lesson learned, and the possibility of its 
implementation in the irrigation area development in Indonesia. 

Keyword: participation, irrigation area, empirical experience. 

Abstrak 

Pengikutsertaan masyarakat dalam pengembangan Daerah Irigasi (DI) di 
Indonesia sebenarnya bukanlah hal baru, namw kebanyakan 
pengikutsertaan ini belumlah menjadi model pemberdayaan yang 
sesungguhnya. Tulisan ini mengkaji beberapa pola pengikutsertaan 
masyarakat yang berdasarkan pengalaman empiris di berbagai tempat di 
Indonesia, khususnya perihallatar belakang, pelaksanaan, dan pelajaran 
yang dapat diambil serta kemungkinan penerapannya da/am kegiatan 
pengembangan daerah irigasi di Indonesia. 

Kata kunci: keikutsertaan masyarakat, daerah irigasi, pengalaman empiris. 

, KCIlIa Dcpartclllc ll 1I1ll1l-1I1ll1l So, ial Fknllollli i'crl all ian. I'akll has i'crlanian. 11'13 Bngnr. 
, I'cngajar rada Ik parlCIllCIl 1I1ll1l-111ll1l Sosial J:kollolll i I'c rl alli all. Fakuhas I'crlanian, 11'13. 
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1. PENGANTAR 

Tidak dapat dipungkiri pengembangan daerah irigasi ikut berjasa 
dalam meningkatkan produksi beras Indonesia pClda dekade 1980-an. 
Sebagaimana diketahui tujuan penge~bangan daerah irigasi dan reklamasi 
rawa4 di Indonesia pada dasarnya untuk meningkatkan luasan lahan 
beririgasi, intensitas tanam, dan produktivitas tanama:l, yang selanjutnya 
dipercaya akan meningkatkan taraf hidup petani. Dalam kenyataannya, 
peningkatan luasan total pertanian beririgasi dan produksi beras di 
Indonesia tidak . dengan sendirinya diikuti peningkatan kesejahteraan 
petani secara merata (Affendi Anwar, 1999). Artinya, ada "kesalahan" 
dengan pola pembangunan daerah irigasi dan rawa yang selama ini telah 
berjalan-dimana kental dengan dominasi peranan negara atas 
masyarakat. Fakta di atas menyadarkan kita bahwa pembangunon 
pertanian yang didominasi pemerintah dan diselenggarakan melalui 
pendekatan program terpusat tidak mampu mengatasi permasalahan 
kemiskinan dan ketidakadilan secara tuntas. Banyak prasarana pengairan 
untuk pembangunan pertanian yang dibangun dengan "pendekatan­
proyek" tidak berfungsi secara berkelanjutan, bahkan tidak jarang menjadi 
monumen karena tidak bermanfaat bagi masyarakat. 

Beiakangan ini ada keinginan untuk menempatkan kebijakan 
pembangunan prasarana pengairan khususnya di daerah irigasi dan 
reklamasi rawa sebagai bagian yang tidak terpisahkan -dari kebijakan 
pembangunan prasar.ana wilayah yang bermuatan demokratisasi. 5 Dalam 
makalah ini dibahas tidak hanya pada aspek pembentukan keterpaduan 
kegiatan antara rrasyarakat dengan pemerintah tetapi lebih pada 
pelacakan bentuk aksi bersama dalani menyelenggarakan prasarana 
wilayah, khususnya di wilayah reklamasi irigasi dan rawa. 

Dengan dasar pemahaman tersebut, tulisan ini berusaha 
mengungkapkan pola keikutsertaan masyarakat dalam konteks 
pengelolaan sumberdaya air yang selama ini telah berjalan, khususnya di 
daerah irigasi dan reklamasi rawa. Namun yang perlu dicatat akibat 

• Dacrah irigasi (tcrd iri dari irigasi bcsar. scdang, "kccil "--"dcsalscdcrhana", dan irigasi air tallah) dan 
rck lamas i rawa aua la l·. [ll'llgdolaall sll lllhcrdaya ai r yang lInllllllnya bcrkai t era! ucngan pcrtaniall . 
Scdangkan cillbung banyak untuk air lll inUIll (Illcski ada juga yang dilllanlaatkan untllk irigas i Ill isalnya 
di NlIsa Tenggara). Selli l, ilU, pengclolaan sllll1bcrdaya ai r lainnya sedikil berkai tan dengan pertanian. 
5 Kimpraswil dan USM misalnya menyelenggarakan "Lokakarya Sinergi Masyarakat dan 
Pemerintah dalam Me.lcapai Keberhasilan Penyelenggaraan Prasarana Wilayah", di Jakarta, 
pad a 30 Oktober 200n. 
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kornoditas yang dominan dikembangkan di daerah irigasi dan rawa adalah 
padi, maka bahasan mengenai program agribisnis bias pada agribisnis 
komoditas tersebut. Meskipun demikian, pembahasan juga akan mencoba 
mengusulkan berbagai harapan mengenai pola keikutsertaan masyarakat 
dalam kaitan pengembangan agribisnis yang dapat berlaku di daerah 
irigasi dan reklamasi rawa pada masa mendatang. 

2. KEIKUTSERTAAN MASYARAKAT DIDAlAM ' PENGEMBANGAN 
DAERAH IRIGASI DAN REKlAMASI RAWA 

Pendorong utama pembangunan daerah irigasi dan reklamasi rawa 
adalah usaha menyediakan pangan, di Indonesia berarti peningkatan 
produksi beras. Oleh karenanya, usaha tersebut tidak lepas dari skenario 
masyarakat dunia. Sepanjang periode 1950 hingga 1980, luasan total 
areal pertanian beririgasi di dunia meningkat tiga kali lipat (Cernea, 
1985:23). Pad a periode itu peningkatan produksi pangan yang terjadi di 
negara berkembang, merupakan hasil ekspansi lahan beririgasi bersamaan 
dengan ekspansi penggunaan varietas unggul dan input pertanian baru. Di 
negara-negara berkembang seperti Indonesia, India, Sri Lanka, Pakistan, 
Filipina, dan Thailand, penambahan lahan beririgasi merupakan faktor 
penting dalam peningkatan produksi beras (Dhawan, 1988; Charruthers, 
1988; Madduma 8andara, 1977). Kontribusinya diperkirakan antara 
500/0"'60% selama periode 1960-1980 (Crossen and Rosenberg, 1989). 
Peningkatan produksi ini dapat terjadi berkat investasi bes.::lr-besaran yang 
didukung oleh donor negara-negara maju.6 

Persoalannya, meskipun mampu meningkatkan produksi pertanian, 
ternyata pada banyak proyek irigasi besar .keberlanjutannya rendah; aliran 
manfaat seringkali lebih rendah ketimbang biayanya. Salah satu sebab 
masalah ini di ' Indonesia adalah akibat adanya tendensi overoptimistik 
sewaktu melakukan analisis cost-benefit awal, yang disebabkan 
overestimasi peningkatan produksi pasca proyek (Ostrom, 1994). Belum 
lagi, meskipun disediakan pembiayaan konstruksi, seringkali dana operasi 
dan pemeliharaan (OP) tidak tersedia. Kalaupun tersedia, nilainya jauh 
dari mencukupi. Sebagai contoh, pada daerah irigasi di bawah Project 
Type Sector Loan (PTSL) I, dana OP yang disediakan pemerintah bervariasi -

" Lcmhagll scpcrti Asia Dcvelopmcnt l3an!!K (ADH) dan Japan Bank for International Cooperat ion 
(.1111(') - schl'lllll1l1)'a o 1.(' !'. dikclahlli han)'ak tcrlihat dalilill pCllycdi:Jan pcndan:Jan program 
pCll1h:Jngullan pcnga: r:J1I di IIllII lIIcsia. 
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antara 40% hingga 50% dari total kebutuhan dana OP (Department of 
Public Work, GOI, 1999). 

Menyiasati minimnya ketersediaan dana OP, pemerintah mulai 
melirik petani (masyarakat) agar dapat ikut rlembiayai sebagian kegiatan 
OP melalui wadah Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)/ dengan OP 
bangunan utama dan saluran induk masih tetap menjadi tanggungjawab 
pemerintah. 8 Langkah ini diharapkan banyak pihak menjadi embrio 
"pemberdayaan petani" di ";rlam mengembangkan daerah irigasi dan 
reklamasi rawa. 6eberapa kasus ditunjukkan berhasil mengembangkan 
kelompok petani mengurus irigasi sendiri karena mempunyai usaha 
pertanian yang berdimensi agribisnis (misalnya, kasus P3A Subur yang 
diungkapkan Ganjar Kurnia dan Renyasih Judawinata, 1999). Catatan 
keberhasilan lain dapat ditunjukkan dari proyek pengairan yang mulai 
melibatkan masyarakat sejak fase perencanaan hingga fase operasi dan 
pemeliharaannya adalah DI Salomekko dan DI Awo II Exten~ion, di 
Sulawesi Selatan dimana petani berhasil memelihara sendiri saluran 
pengairannya9

• 

Kasus-kasus keberhasilan itu memberi semangat optimistik untuk 
mereformulasi berbagai kebijakan pengelolaan sumberdaya air khususnya 
yang berkaitan dengan pertanian. Organisasi P3A aiharapkan dapat 
dikemban~ kan berdasarkan pertanian berdimensi agribisnis sehingga dapat 

1 Usulan ini dilatarbdakungi ad,UlYU kckayaan budaya lokal yang hcrhasil. s~ pcrli Slihak oi Ilali . Okh 
kan:nanya P3A, dikclllhangkan juga Illdailli Illdihat kchiasaan lokal. schingga rCl'alllaan kcloillpok ini 
ada yang disesuaikan dcngan kcadaaol oaerah. Illisal Danlla Tirta di Jawa TCIH!ah oall Jawa Tilllur. atall 
Mitra Cai di Jawa Bara!. 
K I3crkcmbang pemikiran. bahwa 01' 1ll1tllk sailiran sek\lIldcr hcscrla lilsilitas ke arah hilir. nlcnjadi 
tanggun&jawah pCiani. 1'3A diharapbn pcnlcrintah yang Illengurlis hal illi. I{ingkasnya pcnlcrintah 
(Dinas Pcngairan) dan kclomrok pctani (P3A) darat mcnjadi ujllng lombak pclaku kcgiatan operasi dan 
pcmcliharaan. l3ahkan, keberadaan P3A sclanjlltnya dijadikan syarat turunnya schuah proyck 
penJairan. Akibatnya dacrah yang tidak IllcllliJiki P3A Illclllaksakan diri Illcndirikml P3A schagai 
kdcngkapan administratif (contoh di proyck PI!) Kadll Koncng di I'andcglang dan bcbcrapa lokasi 
lai.lIlya dibawah Project Typc Sector Loan (I'TSL) I) . Akihalnya pJf\ yang didirikan tcrgcsa-gcsa itll 
tidal; mumpll Illenjalankan Illllgsi 01' saat kegialan konstrllksi seksai dan mcmasllki nmsa 
pelllel iharaun . 
'J Dlla kasus dalam hal ini adalah pciaksanaan proyek irigasi DI Salomckko (1.700 hal kaburalCn Bone 
dan di DI Awo II Extcnsion (2.200 ha) di kabupatcn W,\jo (L1.:PI'SEM, 1(99). Di dlla lokasi tcrschlll 
retani dilibatkan scjak masa rcrcncanaan pengcmbungan daerah irig'l~i . l3ahkan, pihak proyek 
mclakukan kcrjasama dcngan LSM lIntlik mclakukan pcndekalan tcrhadap masyarukat , sosialisasi 
rnlyck . scrta Illcnggalang keterlibatmlmasyarakat dahllll talwp dcsain. konstrllksi. hingga tahap ope/"lI'ii . 
Dalalll hal ini Illasyarakat difasilitasi dan dihilllhing herorganisasi dalalll ",adah 1'3A dcngan tlljllaJl 
pokok lllalllpU Illcnallgani kcgiatan 01' saluran sckunder dWl tersicr. l3ahkan. pcngamatan lapang p<!da 
,mal 2000 IllcllllI\jukkan bahwa pctani oi 1)1 Salomckko tdah malllpll Illclakllkan pemciiharaan kccil di 
saluraJl primer. 
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menanggung biaya OP dengan pengumpulan luran Pelayanan Air Irigasi 
(IPAIR) yang langsung dimanfaatkan untuk membiayai operas; dan 
pemeliharaan mulai dari saluran sekunder ke arah hilir beserta fasilitas 
pe:ldukungnya . 

Namun demikian pengelolaan sumberdaya air pada masa mendatang 
menghadapi masalah yang jauh lebih kompleks ketimbang saat ini. 
Pertumbuhan penduduk yang pesat menuntut ketersediaan air yang cukup, 
padahal pada saat yang sama terjadi kerusakan lingkungan yang membuat 
ketersediaan air terus berkurang. Dengan demikian ancaman perebutan 
kepentingan berbagai pihak akan air diperkirakan akan meningkat. Sat.1 
indikasi yang sudah terjadi di Jawa adalah alih fungsi lahan, seperti 
perambahan daerah tangkapan air menjadi pemukiman, konversi lahan 
irigasi teknis untuk keperluan industri dan pemukiman . Akibatnya , 
masalah efisiensi pemanfaatan, efisiensi distdbusi, efisiensi pengadaan, 
dan pelestarian sumber air menjadi penting (Saragih, 1999). Masalah lain 
adalah tantangan pelaksanaan otonomi daerah, yang diduga juga dapat 
menyebabkan persaingan pemakaian air antar daerah kian tajam dan kian 
terbuka. 

Kesadararl mengenai permasalahan yang akan timbul terse Jut sudah 
dipunyai oleh b~rbagai pihak yang merasa berkepentingaL dengan 
pengelolaan surnberdaya air. Re-orientasi kebijakan berkaitan dengan 
penangangan masalah ini sudah diusulkan. Satu bentuk kebijakan 
pemanfaatan sumberda fa air adalah dcngan menempatkan pengelolaan 
sumberdaya air dalam kerangka pengembangan system agribisnis sebagai 
bagian dari kebijakan pembangunan nasion~1. Karena itu disarankan untuk 
mengadopsi sistem agribisnis dalam p2ngelolaan sumberdaya air, dengan 
link-match yang jelas bagi semua lembaga terkait, menunjukkan 
kedudukan, kewajiban, tanggungjawab, serta waktu keterlibatan. Dengan 
kebijakan itu diharapkan tidak ada lagi institusi tunggal. yang menjadi 
penentu utama keberhasilan pengelolaan sumberdaya air, khususnya yang 
berkaitan dengan pertanian. Bahkan untuk meyakinkan gagasan ini 
berbagai uji-coba membangun daerah irigasi dan reklamasi rawa yang 
melibatkan petani dengan pendekatan agribisnis mulai dilakukan 
(Soenarno, 1999). 
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3. JEBAKAN PENGALAMAN MELAKSANAKAN PROGRAM 
PEMBANGUNAN TERPUSAT 

Semangat membangkitkan peran masyarakat dalam pengembangan 
prasarana pertanian dalam konteks pengembangan wilayah merupakan 
modal positif dalam pembangunan pada masa mendatang. Meskipun 
demikian, semangat itu perlu dikritisi. Dikhawatirkan pada masa suasana 
ketidakadaan pemerintahan yang diikuti oleh akumulasi masalah 
berbangsa dan bernegara seperti sekarang ini, pengalarr.Jn selama tiga 
dekade lalu melaksanakan "pendekatan ' proyek" terpusat dapat 
membayangi pelaksanaan di tingkat lapangan, sehingga gagasan 
mengikutsertakan masyarakat renlan kembali menjadi program birokratik 
dan teknokratik yang menaklukkan masyarakat yang dibungkus label 
"pemberdayaan rnasyarakat". 

Oleh karena itu, berbagai pemikiran yang sedang dimatangkan 
sebagaimana telah diulas di atas perlu dipahami secara kritis. Apaiagi 
dalam korteks konsepsi melacak bentuk praksis pengernbangan sinergi 
kegiatan antara masyarakat dan pemerintah. 

Sebagaimana diketahui konsep sinergi bukanlah bermakna integrasi 
atau keterpaduan. Dalam kaitan konsepsi pembangun~n yang tidak 
sentralistik, sinergi menunjukkan pada pengertian proses pengembangan 
secara bersama antara pihak yang mengandung dimensi keadilan (Blakely, 
1989). Dengan demikian, mengembangkan sinergi antar pihak tidak 
mungkin dapat diwujudkan dalam konteks pembangunan yang hanya 
mengutamakan pendekatan birokratik . dan sentralistik. 8erdasarkan 
palldangan ini, maka apabila ingin menguatkan peran masY<;lrakat dalam 
pengelolaan prasarana dalam kaitan sumberdaya khususnya ai'r, pada 
asasnya disyaratkan keperluan adanya pembalikan pendekatan 
pengelolaan sumberdaya di tingkat lokal yang tadinya dilakukan oleh 
tangan-tangan pusat dengan memposisikan masyarakat sebagai obyek ke 
pendekatan pengembangan ekonomi lokal yang berbasis komunitas 
dengan masyarakat sebagai subyek. 

Dengan demikian, pilar utama mensinergikan pembangunCln 
pertanian yang medudukkan air sebagai salah satu masukannya adalah 
pengembangan ekonomi lokal yang berbasis komunitas. Artinya, 
desentralisasi atau kebijakan otonomi daerah yang sekarang sedang 
dibincangkan hendaknya benar-benar menjadi usaha-usaha 
pengembangan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan 
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kemakmuran rakyat lokal. Implikasi pertama dari prasyarat terset"Jt adalah 
distribusi sumberdaya yang berkeadilan. Dalam kaitan ini, negard sebagai 
lembaga perlu tiddk hanya diartikan sebagai pemerintah pusat, t~tapi juga 
pemr=rintahan loka!. Untuk itu, desentralisasi menunjuk juga pemulihan 
otonomi komunitas di tingkat lokal, sehingga berbagai pengaturan dari 
pemerintah lokal diawa:i oleh pengaturan komunitas atas sumberdaya. 
Hal ini menjadikan masyarakat di dalam komunitasnya menjadi subyek 
atas beroagai proses pengelolaan sumberdaya yang ada di lingkungannya . 
Implikasi lainnya adalah pengelolaan sumberdaya perlu bermuatan 
solidaritas moral semua pihak. 

Desentralisasi tidak saja berarti dekonsentrasi atau pengalihan 
kewenangan dan tanggung jawab administratif dari pusat ke lokal, delegasi 
atau pengalihan fungsi keorganisasian (Mills, 1994; Rodriquez, 1997), 
tetapi termasuk juga memperkuat pengorganisasian pemerintahan ke alam 
yang demokratis, transparan dan dapat dibertanggungjawabkan (devolusi). 
Apabila Uphoff (1986) menggambarkan tiga lembaga utama di tingkat lokal 
(pemerintahan, masyarakat termasuk warga komunitas dan pengusaha 
swasta), maka sinergi kegiat?n yang dibangun perlu melibatkan lembaga ·· 
lembaga tersebut secara setara. Usaha yang sering disebut dengan 
pembentukan gerakan sosial yang dilandasi moral yang mensinergikan 
beragam kepentingan untuk saling berbagai kesejahteraan. Pengalaman 
sendiri dalam membentuk gerakan ini akan dibahas di bagian selanjutnya. 

Pertanyaan yang kemudian muncul dalam kaitan ' bahasan kali ini 
adalah apakah paradigma pembangunan kita st.:dah berorientasi 
desentralisasi pad a perigembanganekonomi yang berbasis komunitas. 
Apabila belum, dikhawatirkan berbagai gagasan meningkatkan 
keikutsertaan masyarakatlO

, tidak akan menguatkan masyarakat. Tetapi 
memindahkan pola sentralitas pembangunan dari pusal ke daerah yang 
tetap membiarkan masyarakat berjuang sendiri berbagai kepentingannya. 
Kekhawatiran ini dilandasi adanya kecenderungan sentralisasi pada 
beberapa kebijakan yang tengah digodok Depkimpraswil1. 1

' Pada akhirnya, 
kita terjebak ke dalam pengalaman lalu dengan mewujudkan pengusaha 
lakal dan pemerintahan lakal yang berkembang menjadi kekuatan anti 
produktif atas kepentingan pengembangan masyarakatnya sendiri. 

,,, Ilchcrapa <kpartclllcn di tingkal pUSal sudah oanyak yang IlIcncooa mcnYlIslIn pcdoman yang 
dikonscpkan scoagai pClllocrdayaan llI<1syarakal di dacrah . Conloh dalalll oidang pcngairan, pedoman· 
pcdnlllan ini sudah discharkan dari [lusat kc dacrah . . 
" Scoagai contoh. [lad a kasus "pcl1lhcrdayaan 1'311" scmangat scnlralisasi justrll IllCIVUjlld dalam 
rcncana pcmbcntukan Ii:dcrasi 1'311. 
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4. PENGALAMAN PENGEMBANGAN USAHA PRODUKTIF 
BERBASIS KOMUNITAS DAN PENGEMBANGAN WILAYAH 

Membentuk sinergi kegiatan antar berbagai pihak yang 
berkepentingan (stakeholders) diawali dengan melakukan kegiatan di 
tingkat komunitas. Yang dalam hal ini dilakukan dalam kaitan dengan 
pengembangan masyarakat, di i<abupaten Sukabumi, Jawa Barat, tepatnYJ 
di sekitar tapak proyek sebuah perusahaan multinasional. Di tingkat 
komunitas ini masyarakat didarnpingi mengembangkan usaha produktif 
sambil melllbentuk kerjasalllJ antara tiga pihak: kO'llunitas, perguruan 
tinggi, dan perusahaan swasta multinJsional. Kegiatan ini berkembang 
menjadi sebentuk jejaring kerjasama antara stakeholder di tingkat 
komun:tas dan desa. 

Mengapa dikatakan jejaring? Konsepsi JeJanng sebenarnya 
didasarkan pada pengertian networking dalam konteks konsep modal 
sosial (social capita~. Dalam konsep tersebut, ditunjukkan bahwa 
masyarakat dan kelompok-kelornpoknya melllpunyai modal sosial, dalam 
arti: norma-norma dan hubungan sosial yang melekat dalam struktur sosial 
setiap masyarakat sehingga memungkinkan masyarakat tersebut 
mengkoordinasikan tindakannya dan mencapai berbagai " tujuan yang 
diinginkan. Nilai tambah dari jejaring ini adalah mewujudkan kerjasama 
yang sinergis antara berbagai pihak yang berkepentingan. 

Ke:nbali kepada pembahasan pengalaman pengembangan jejaring di 
atas, persoalan-persoalan ditingkat komunitas yang diungkapkan 
masyarakat ternyata tidak dapat disele;;aikan di dalam . komunitas itu 
sendiri. Berdasarkan . keadaan ini, pemecahan masalah ketika itu dilakukan 
dengan melibatkan lebih banyak pihak berkepentingan lain (pemerintah 
daerah, LPSM, dan masyarakat adat) ditingkat yang lebih tinggi, yaitu 
tingkat kabupaten. Bahkan untuk pemerintah daerah melibatkan dua 
kabupaten (Bogar dan Sukabumi). Jejaring ini kemudian berkembang 
menjadi kerjasama berbasis kamunitas dengan tujuan yang lebih luas, 
yaitu penyelamatan gunung Salak di Jawa Barat. 

Gagasan ini keniudian mendapat sambutan dari sebuah departelllen, 
yang memfasilitasi membentuk jaringan di tingkat pusat. Prinsip yang 
dikembangkan dalam jaringan kerjasama ini adalah: mereka yang terlibat 
Il'lempunyai pengala'man beraktifitas di tingkat komunitas. Selain itu dalam 
kegiatan perter.llIan dan interaksi anggota jejaring didasarkan pada 
hubungan informal, setara (subject to subject), dan mengutamakan 
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keikutsertJan dan komitmen. Proses ini kerr.udian bermanfaat dalam 
mengembangkan kesadaran kritis. Dari bebera;Ja kali pertemuan jejaring 
di rasakan mampu memperluas pendekatan birokratik dan menjadi media 
komunika~i horisontal antar pihak birokrat dan lembaga-Iembaga non­
pemerintah, pengusaha swasta serta kalangan legislatif. Bahkan berbagai 
pihak dapat dapat berbagi pengalaman dalam menyelesaikan masalah di 
tingkat komunitas. 11li menjadi awal sinergi kegiatan antar pihak-pihak 
berkepentingan yang menjadi anggota jejaring. 

Setelah mengembangkan jejaring di tingkat pusat, selanjutnya 
jejaring dikembangkan di satu propinsi kasus (Kalimantan Barat) dan 
beberapa kabupaten (Sukabumi--Jawa Barat, Ketapang-Kalimantan 
Barat, dan Metro"-Lampung). Respon yang dikembangkan oleh 
stakeholder bervariasi antar tingkat dan antar lokasi. Meskipun demikian, 
jejaring yang dibentuk dikembangkan oleh stakeholder yang terlibat 
(umumnya terdiri d;:lri pihak pemerintahan, LPSM/LSM, lembaga usaha, 
lembaga legislatif) menjadi media untuk membangun komunikasi d;;tn 
pertukaran informasi, menciptakan kerjasama, dan melakukan 
pengendaiian sosial. Ini selanjutnya oleh para stakeholder yang terlibat 
disebut sebagai tujuan pembentukan jejaring. 

Berdasar:,an pengalaman tersebut, ada tiga hal yang dapat ditarik sebagai 
kesim~ulan, yaitu: 
1. Pengembangan komunitas akan bermanfaat apabila berlanjut dengan 

pengembangan wilayah, demikian juga sebaliknya. 

Berdasarkan pengalaman mengembangkan sinergi kegiatan antar 
stakeholder perlu adanya kegiatan yang saling mengisi antara 
dinamika yang terjadi di tingkat komunitas dengan kebijakan 
pemerintah lokal dalam pengembangan prasarana wilayah. Hal ini 
dapat digambarkan sebagai hubungan dialektis atau keseimbangan 
dinamis antara keduanya seperti ilustrasi dalam gam bar 1. 
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Pembangunan Berbasis KOll1un,las 

Tingkat Desa 

t 
Tingkat KOlllullilas 

t 
Tingkal I<elompok 

~-------------------

'Dialektis" 

"Keseimbclilgan 
dinamis" 

--

Pernb;:mgunan Berbasis KOlllunilas 

Tingk'at Propinsi 

t 
1~~I<il bupalen (~ 

t 
Tingka l Kecamal,lIl 

----------------------

Gambar 1 Keseimbangan Dinamis dan Hubungan Dialektis antara 
Pembangunan Berbasis Komunitas dan Kebijakan 
Pemerintah Lokal. 

Sebagai contoh hubungan tersebut pada pengembangan jejaring di 
Sukabumi, (1) pengembangan ternak di tingkat komunitas berkaitan 
dengan pembangunan prasarana pasJr dan pelayanan kesehatan 
hewan, (2) pengembangan transmigrasi loka!, berkaitan dengan 
keinginan masyarakat untlJk c;Japat menikmati perbaikan jalan dan 
nlasuknya listrik. -

2. JejJring menjadi sarana untt:k membentuk sinergi antara masyarakal 
dan pemerintah. 

Hal lain yang dapat diambil dari pengalaman membentuk jejaring di 
berbagai tingkat dan lokasi, adalah membentuk sinergi kegiatan. Dengan 
prinsip kesetaraan, informal, partisipatif, membentuk komitmen maka 
masalah-masalah di tingkat komunitas dapat diselesaikan tidak dengan 
prinsip keterpaduan tetapi sinergi. Jejaring seperti ini digambarkan 
sebagai jaringan laba-Iaba yang melintas dan memperkaya pendekatan 
birokratik mulai dari tingkat pusat hingga komunitas. Hal yang perlu 
diperhatikan dalam pemeliilaraan jejaring ini adalah kesedi0an anggota 
untuk berperan sebagai pihak yang berinisiatif menyelenggarakan 
pertemuan. (lihat boks 1. tentang peran server) 
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Universitas 

LPSM 

Koperasi 

Pemerintah 

Gambar 2 Jejaring Usaha Produktif Berbasis Komunitas dari tingkat 
Komunitas hingga Internasional 

\ 

Boks 1: Peran Server dalam Jejaring 

Dalam kerangka Jejaring Penyelamatan Gunung Salak (Sukabumi dan 
Bogor), Jawa Barat pihak yang bersedia menjadi server adalah sebuah 
LPSM yang bekerjasama dengan perusahaan multinasional. Sedangkan 
untuk jejaring usaha produktf di Sukabumi yang menjadi server adalah 
pemerintah daerah. Sementara di propinsi Kalimantan Barat yang menjadi 
server adalah perguruan tinggi negeri. Serverberperan memberi informasi 
mengenai perkembangan jejaring dan menjadi clearing house yang dapat 
dihubungi oleh semua stakeholder anggota jaringan. Perlu dicatat bahwa 
server dapat dipindah-pindahkan dengan kesepakatan informal pada saat 
pertemuan anggota jejaring, khususnya untuk jejaring di tingkat pusat. 
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3. Hambatan Pengembangan Jejaring 

Meskipun, menawarkan berbagai kelebihan dibanding pendekatan 
birokratik, namun implementasi sinergitas kegiatan lapangan masih 
mengandung beberapa hambatan seperti: 

• Keberhasilan kegiatan pada tataran komunitas, terkadang sulit 
dilanjutkan ke tatanan yang lebih tinggi, atau menduplikasikan di 
daerah lain. Ke5Ulitan ini akibat masyarakat perlu didampingi 
dengan baik dalam waktu yang cukup lama. 

• Mengajak aparat pemerintahan untuk melakukan praktek sinergi 
kegiatan tidak mudah. Kebanyakan aparat masih belum siap 
meninggalkan paradigma "proyek". Selain itu, aparat masih 
takut berkreasi di luar kebiasaan yang dipraktekkan selama 
mereka bertugas. 

• Sejauh ini belum ditemukan bentuk-bentuk usaha ideal yang 
dapat mengembangkan komunitas dan sekaligus 
mengembangkan daerah. 

5. Penutup: Arahan Sinergi Kegiatan Masyarakat dan Pemerintah 
di Daerah Irigasi 

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, gagasan untuk 
mengikutsertakan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya air bukan 
suatu hal baru. Cukup teladan yang berhasil dalam usaha mewujudkan 
gagasan tersebut. Meskipun dad segi jumlah, teladan-teladan itu masih 
terbatas dan masih perlu diuji kesinambungannya. 

Apabila mengkombinasikannya dengan pengalaman membentuk 
jejaring yang memperkaya pendekatan pembangunan berbasis birokratik, 
maka pembentukan sinergi kegiatan antara masyarakat dengan 
pemerintah pada dasarnya dapr.lt dilakukan. Dengan pengertian perlu 
membentuk "ruang sosial yang otonom" dalam art; be bas dari dominasi 
hubungan struktural kekuatan vertikal secara sosial dan politik. 

Setiap pihak yang berkepentingan dapat bergerak sesuai Clnnya 
mulai dari tingkat komunitas hingga internasional. Pertanyaan yang 
mendasar kemudian adalah sejauhmana pembangunan kita memang 
bermaksud sungguh-sungguh memperkuat peran masyarakat? Apabila 
masih setengah hati, praktek-praktek dari gagasan mengikutsertakan 
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masyarakat tidak akan mewujudkan sebuah sinergi kegiatan. Yang ada 
hanyalah :nelahirkan keikutsertaan semu yang memendam potensi konflik 
antar pihak di kemudian hari. 
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